
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menimbang: a. bahwa sebagai akibat dari terjadinya kenaikan BBM jenis 

tertentu dan terjadinya kenaikan inflasi, Pemerintah Daerah 
perlu mengantisipasi pcningkatan biaya transportasi dan 
komponen pendukung lainnya serta terjadinya kenaikan 
hargajual LPG 3 Kg di tengah masyarakat; 

b. bahwa Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nornor 38 
Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) 
Liquijied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk 
Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara 
Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang 
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum 
Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah 
Tangga dan Usaha Mikro sudah tidak sesuai lagi dengan 
kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur 
Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR 74 TAHUN 2022 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI 

TENGGARA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN HARGA 
ECERAN TERTlNGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 
KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO 

GUBERNURSULAWESITENGG:AKA 
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Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Sulawesi 
Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Ha.rga 

Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 

3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha 
Mikro; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2001 
Nornor 136, Tambahan Lernbaran Negara Republi.k Indonesia 

Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tcntang Penetapan Pcraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVlD-19) dan/atau dalam rangka menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noroor 
96, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4746); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6778); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4996); 

8. Peraturan Presidcn Nomor 104 Tahun 2007 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquified 
Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah 
dengan Pcraturan Presiden Nornor 70 Tahun 2021 tcntang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 
tentang Penyediaan, Pendistribueian, dan Penetapan Harga 
Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170); 

9. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan 
Bakar Minyak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 399) sebagaimana telah dubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 
2014 tentang Pcnycdiaan, Pendislribusian dan Harga Jual 
Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 294); 
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10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG 

Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan 
Usaha Mikro; 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian 

Liquified Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mentcri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 
tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquijied Petroleum 

Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1155); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
tclah diubah dengan Pertaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nornor 157); 

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
36 Tahun 2016 tentang Pereepatan Pemberlakuan Satu 
Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan 

Bakar Minyak Khusus Penugasan Seeara Nasional (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1714); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 

7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pernbcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi 

Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penctapan Harga 
Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 
Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro 
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 

38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 
tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified 

Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah 
Tangga dan Usaha Mikro (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2014 Nomor 5) diubah sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 
TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN 
TERTINGGJ (HET) LIQUJFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 
KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA 
MIKRO. 

15. Keputusan Menteri Energi dan Sumbcr Daya Mineral Nomor 

83 K/ 12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis 
Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar 
Minyak Khusus Penugasan; 

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 

2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk 
Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro (Berita Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 38) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 

Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) 
Liquified. Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk 
Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro (Bcrita Daerah 
Provinsi Sulawesi Tcnggara Tahun 2014 Nomor 5); 
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Pasal 3 
(1) Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg untuk 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3) ditentukan berdasarkan jarak angkut 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

(2) Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg untuk wilayah 
yang distribusi pengiriman menggunakan angkutan laut 
ditentukan berdasarkan jarak angkut sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan dapat ditambah dengan 
biaya operasional yang menyesuaikan besaran biaya yang 
wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg untuk untuk 
wilayah yang distribusi pengiriman menggunakan 

anglrutan laut sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya 
diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. 

(2) Penycdiaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg 

sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) dila.ksanakan 

secara bertahap pada Wilayah Kabupaten/Kota dengan 
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggara.kan 
urusan energi dan sumber daya mineral. 

(3) Penetapan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pa.ket 
konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg adalah 

Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten 
Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupatcn Konawe 
Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe 
Kepulauan, Kabupaten Bombana dan Kota Kendari. 

l. Ketcntuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut: 
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BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARJ\ TAHUN 2022 NOMOR 75 

ASRUN LIO 

ttd 

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA, 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 2 - 11 - 2022 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ttd 
ALI MAZI 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 2 - 11 - 2022 

Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan pencmpatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar 

Pasal 11 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

3. Kctentuan zona jarak Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 

Kg Lampiran Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 

38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi 

(HET) Liquified. Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk 
Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pcrubahan atas Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang 
Penctapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum 
Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Kepcrluan Rumah 

Tangga dan Usaha Mikro diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran ll yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 
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GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

ALI MAZY 

JARAK(KM) 
No. Uraian 200 0-40 41 - 80 81-120 121-160 161-200 

Keatas 
1 Harga Tebusan 11.550 11.550 11.550 11.550 11.550 11.550 Pertamina + PPN 

2 Margin Agen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

3 Biaya Transport 4.250 5.250 6.250 7.250 8.250 9.250 

4 Harga Penyaluran 
ke Pangkalan 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 
(1+2+3) 

5 Margin Pangkalan 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

6 HET LPG (4+5) I 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 

,JARAK ANGKUT 

LAMPIRAN I 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 74 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 

TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN HARGA 

ECERAN TERTINGG! (HET) LIQUlFIED 

PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM 

UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN 

USAHAMIKRO 
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GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

ALI MAZI 
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PETA ZONA JARAK HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 Kg 

LAMPIRAN II 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 74 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 

TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN HARGA 

ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED 

PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM 

UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN 
USAHAMIKRO 
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